ANALISIS REALISASI DAN PROSPEK PENERIMAAN PAJAK 

REKLAME SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN 

KARANGANYAR by Nugraheni, Herdiyana Catrur
  
ANALISIS REALISASI DAN PROSPEK PENERIMAAN PAJAK 



















Disususun untuk memenuhi sebagian persyaratan  












PROGRAM DIPLOMA ΙΙI AKUNTANSI PERPAJAKAN 
FAKULTAS EKONOMI 














Cinta  adalah kesesuaian jiwa, jika itu tidak pernah ada maka bulkanlah cinta yang 
sesungguhnya 
 
   (penulis) 
 
Janganlah perhatikan siapa yang berkata Tetapi Perhatikan apa yang dikatakan 
 
   (Penulis) 
 





Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan 
tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak 
mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan didalam hati kita oleh Roh 




























Sebuah hasil kecil ini penulis persembahkan kepada: 
Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih dan karunianya kepada ku , 
memberikan Roh penghiburan dalam kedupanku dan yang telah member  jalan terang 













                        Tugas akhir ini kuberikan kepada: 
© Bapak dan ibuku tercinta 
© Kakak-kakaku tersayang 
© Ade yang selau baik sama aku 
© Teman-teman dekatku 
© Semua orang yang telah                
member arti dalam hidupku 






















Dengan mengucapkan puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus 
karena dengan kasih dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 
ini dengan judul “ANALISIS REALISASI DAN PROSPEK 
PENERIMAAN KABUPATEN KARANGANYAR”. Tugas Akhir ini 
disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Diploma III 
Akuntansi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa masih terdapat 
banyak kekurangan disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan 
pengetahuan yang ada pada diri penulis. Untuk itu segala kritik dan saran yang 
membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. 
Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 
semua pihak yang membutuhkan.  
Terlepas dari kekurangan yang ada, penyusunan Tugas Akhir ini tidak 
akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, dukungan dan bantuan 
yang bersifat materi maupun non materi dari berbagai pihak, maka dalam 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak yang turut memberikan dorongan dan bimbingan dalam 
penyusunan Tugas Akhir ini kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak, selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
  
2. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, MSi, Ak, selaku Ketua Program DIII 
Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
3. Bapak Agung Nur Probohudono, SE, MSi, Ak, selaku Dosen Pembimbing 
Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingannya, sehingga Tugas Akhir 
ini dapat penulis selesaikan. 
4. Bapak dan Iba Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta 
yang telah membentuk pola piker penulis dengan ilmu pengetahuan yang 
diajarkan. 
5. Bapak Mukhson, Ibu Darwanti serta kepada seluruh staf Dipenda yang 
memberikan ijin di lokasi kepada penulis dan membantu memberikan 
informasi yang penulis butuhkan. 
6. Bapak dan Ibu tersayang yang selalu sabar membantu dan membikan 
segalanya untuk penulis, terurama doa dan kasih sayang  yang akan selalu 
mengiringi langkahku, mendukung hingga ke jenjang yang lebih tinggi. 
7. Kakak-kakaku tersayang mbak Heti, mas Hanang makasih buat segala doa 
dan bantuannya. 
8. Keponakan-keponakanku(Dio, Hendy, Abigail) yang selalu memberikan 
hiburan kepada penulis. 
9. Bagus Wahyu Nugroho “Ade” terimakasih atas cinta, dukungan dan 
kesabarannya selama hampir tiga tahun ini. 
10. Kelurga Sumber (Mama Nunuk, M.an, M.Suci, Bang Rey, M.Ayu, Agung, 
Ibuke), yang telah memberikan segala cintanya buat penulis. 
  
11. Sahabat-sahabatku, “ Ninit, M.Ayu, Dewi, Lina, Sandra, Tita, Frendy, 
Fitra, Indra, Udje, Barbit serta teman-temanku yang belum aku sebutkan, 
makasih atas bantuan dan persahabatan kalian selama ini, hari-hari yang 
kita lalaui takkan terlupa sepanjang hidup dan merupakan anugerah 
terindah menjalani hari-hari bersama kalian.  
12. Anak-anak DIII akuntansi Perpajakan Kelas A dan B angkatan 2006 
terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. 
13. Doraemon, Baim, Baby yang selalu memberikan penghiburan di saat lelah 
dalam mengerjakan Tugas Akhir, Terimakasih. 
14. Mio Merahku yang selalu setia mengantarkan penulis kemana saja hingga 
terselesaikan Tugas Akhir ini. 
15. Pihak- pihak yang tidak dapat penulis sebukan satu persatu, yang telah 
banyak membantu penulis hingga terselesaikan Tugas Akhir ini. 
 Penulis  menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 
Tugas Akhir ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran 
membangun selau diharapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Tidak ada 
perasaan yang sungguh membahagiakan kecuali Tugas Akhir ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang dibutuhkan. 
Tuhan memberkati 
 




 DAFTAR ISI 
         Halaman 
 HALAMAN JUDUL ……………………………………………………        i 
 HALAMAN PERSETUJUAN ……………………………………. …..        ii 
 HALAMAN PENGESAHAN …………………………………….........         iii    
 HALAMAN MOTTO ………………………………………….............          iv 
 PERSEMBAHAN………………………………………………….........          v 
 KATA PENGANTAR ………………………………………….............         vi 
 DAFTAR ISI …………………………………………………………....         ix 
 DAFTAR TABEL …………………………………………………. …..        xii 
DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………................        xiii 
ABSTAKSI ………………………………………………………............       xiv 
BAB I  PENDAHULUAN 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian…...............................           1 
B. Latar Belakang ……………………………………………          14 
C. Perumusan Masalah……………………………………….         19 
D. Tujuan Penelitian…………………………………………..        20 
E. Manfaat penelitian………………………………………….       21 
F. Metodologi Penelitian………………………………………       22 
BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. LANDASAN TEORI 
1. Pengertian Pajak Secara Umum…………………..      26 
2. Fungsi Pajak ……………………………………….      27 
  
3. Syarat Pemungutan Pajak ………………………...      28 
4. Pajak Daerah ………………………………………       30 
5. Pajak Reklame ……………………………………..      32 
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
1. Analisis Realisasi Penerimaan Pajak 
Reklame .....................................................................     41 
2. Laju Pertumbuhan Penerimaan  
Pajak reklame ………………………………………    47 
3. Prospek Penerimaan Pajak Reklame ……………..    49 
4. Upaya Dipenda Kabupaten Karanganyar dalam  
Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame ……..     53 
BAB III TEMUAN 
A. Kelebihan ………………………………………………    55 
B. Kelemahan ……………………………………………..    57 
BAB IV PENUTUP 
A. KESIMPULAN ………………………………………..    59 













         Halaman 
  
Tabel II.I   Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Reklame  
Tahun anggaran 2004 sampai tahun  
2008……………………………………………………          43 
Tabel II.2   Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak reklame  
Tahun Anggaran 2004 sampai tahun 
2008……………………………………………………          48 
Tabel II.3   Trend Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame 
                   Tahun Anggaran 2004 sampai dengan tahun 
                   2008……………………………………………………         50 
Tabel II.4   Prospek Penerimaan Pajak Reklame 














1. Surat Peryataan Penulisan Tugas Akhir. 
2. Surat keterangan Magang dari DIPENDA Kabupaten Karanganyar. 
3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2004-2008 


























ANALISIS REALISASI DAN PROSPEK PENERIMAAN PAJAK 
REKLAME SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN 
KARANGANYAR 
HERDIYANA CATUR NUGRAHENI 
F3406094 
 
The writing of the final project is to know how much the Realization of the 
Revenue and the Development of the Advertisement Tax Revenue from year to 
year. 
Relating to that issue, the research is carried out by using an interview 
method and Library Study. The interview is conducted by asking information to 
the related Sides, while the library study is implemented by collecting information 
from books, document and other reliable literatures. 
The aim of research is to know (i) how much the Growth Ratio of 
Advertisement Tax Revenue in Karanganyar Regency is, (ii) how is the prospect 
of Advertisement Tax Revenue in the years to come in Karanganyar Regency, (iii) 
how far does to be done by the Revenue Department of the Karanganyar Regency 
to increase the PAD revenue especially from the Advertisement Tax Sector.  
Based on the research conducted, it can be drawn to the conclusion that the 
Policy and Management Strategy of Advertisement Tax being conducted by the 
Revenue Regencial Office (Dipenda) can run well and get a good response from 
the Tax Payers. 
As the Tax Revenue from year to year is always beyond the target 
determined, and the Revenue in 2008 increased compared with that of the same 
kind in 2007. In term of adherent, it can be considered as low as there are Tax 
Payers who are late in paying the tax. The constraint being faced is from the Tax 
Payers themselves and the Fiskas itself. In the Revenue Office, there are Tax 
Payer paying the tax late and they are on purpose to prepare a BookKeeping on 
the Revenue’s turnover, the lack of Quality and the Fiskas’s Disciplinary, there is 
no Tax ‘s Confiscation Officer yet; And the effort to overcome the constraint is to 
have the Fiskas to come the Tax Payer’s place until at the determined time. 
Therefore, the implementation of collecting the Tax Revenue has to be improved 
to achieve the target desire so that it will get a better output as expected 
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 Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui besarnya realisasi 
penerimaan dan perkembangan penerimaan pajak reklame dari tahun ke tahun. 
 Sehubungan dengan masalah tersebut, penelitian dilaksanakan dengan 
metode wawancara dan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi 
dari buku, dokumen dan literature lain. 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (i) seberapa 
besar rasio pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Karanganyar 
(ii) Bagaimana prospek penerimaan pajak reklame untuk tahun-tahun mendatang 
di Kabupaten Karanganyar (iii) Seberapa jauh usaha dinas pendapatan Kabupaten 
Karanganyar untuk meningkatkan penerimaan PAD khususnya dari sector pajak 
reklame. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan 
bahwa kebijakan dan strategi pengelolaan pajak reklame yang sedang dilakukan 
DIPENDA dapat berjalan baik dan mendapat respon yang baik dari wajib pajak. 
Karena penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu melebihi target yang 
ditetapkan dan penerimaan pada tahun 2008 meningkat daripada tahun 2007. 
 Dalam hal kepatuhan dapat dikatakan masih rendah karena masih ada 
wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak. Kendala yang dihadapi 
berasal dari wajib pajak maupun fiskas itu sendiri. Wajib pajak kurang sadar akan 
kewajiban dalam pembayaran pajak sendiri ke DIPENDA, masih ada wajib pajak 
yang terlambat dalam membayar pajak dan belum membuat pembukuan mengenai 
omzet penerimaannya, kurangnya kualitas dan kedisiplinan fiskas, belum adanya 
juru sita pajak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah 
dengan fiskas bersedia dating ketempat wajib pajak, memberikan toleransi dalam 
membayar pajak sampai batas yang ditentukan. 
 Oleh karena itu pelaksanaan pemungutan penerimaan pajak untuk 
mencapai target yang diinginkan perlu dibenahi lagi agar diperoleh hasil yang 
lebih baik. 
 








A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 
1. Sejarah Singkat Berdirinya Dipenda Karanganyar 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar dibentuk 
dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi pengelolaan sumber-sumber 
kekayaan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Sebagai 
perwujudan dari pelaksanaan Undang – Undang No. 13 Tahun 1950 yang 
mengatur tentang “Pembentukan Daerah – Daerah Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah”, dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1974 tentang 
“Pokok – Pokok Kepegawaian”, maka dibentuklah Dinas Pendapatan 
Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jalan Lawu Nomor 194 
Karanganyar. Tujuan dibentuknya Dinas Pendapatan Kabupaten 
Karanganyar adalah untuk mengelola sumber – sumber penghasilan yang 
ada di Daerah Tingkat II Karanganyar. Seiring dengan berkembangnya 
pembangunan nasional dan dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang 
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang 
No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan daerah dan Pusat di 
Kabupaten Karanganyar dilaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah 
berarti bahwa setiap daerah harus menyelengarakan pembiayaan rumah 
tangga daerahnya dengan kemampuannya sendiri, hal ini memacu Dinas 
Pendapatan Kabupaten Karanganyar untuk dapat mengelola dan lebih 
  
mengoptimalkan kekayaan dan  sumber – sumber pendapatan yang berada 
di Kabupaten Karanganyar untuk mempersiapkan otonomi daerah 
terutama dalam hal pembiayaan. Sehubungan dengan hal itu, Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar merasa perlu menata kembali 
struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kabupaten 
Karanganyar yang tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi 
daerah, dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 
19 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 
Kabupaten Karanganyar. Dinas Pendapatan Daerah Kabupeten 
Karanganyar merupakan salah satu dari Dinas Daerah yang membantu 
kepala daerah dalam hal ini Bupati Karanganyar untuk melaksanakan salah 
satu tugas pokok di bidang pendapatan daerah.     
a. Tugas Pokok 
Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan 
kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas 
desentralisasi di bidang pendapatan. Dalam menyelenggarakan tugas 
pokok tersebut maka Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai 
berikut: 
1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah daerah di 
bidang pendapatan yang meliputi Perencanaan, Pengendalian dan 
Operasional (PPO), Pendaftaran dan Pendataan, Penagihan, 
Pembukuan, Pelaporan dan Penetapan, dan Ketatausahaan. 
  
2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang 
pendapatan daerah. 
3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas / cabang dalam 
lingkup Dinas Pendapatan. 
4) Pengkoordinasian dalam bidang pendapatan. 
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
b. Struktur Organisasi 
Susunan organisasi pada kantor Dinas Pendapatan Kabupaten 
Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2001 
ditetapkan dengan pembagian seksi – seksi dan sub bagian sebagai 
berikut ini: 
1) Kepala Dinas 
2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 
a) Sub Bagian Umum. 
b) Sub Bagian Kepegawaian. 
c) Sub Bagian Keuangan. 
3) Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dari : 
a) Seksi Pendaftaran. 
b) Seksi Pendataan. 
c) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data. 
4) Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari : 
a) Seksi Perhitungan dan Penertiban Surat Ketetapan. 
  
b) Seksi Angsuran. 
c) Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Pelaporan. 
5) Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain – lain, terdiri dari : 
a) Seksi Penagihan. 
b) Seksi Keberatan. 
c) Seksi Penerimaan Lain- lain. 
6) Sub Dinas Perencanaan Pengendalian Operasional, tersiri dari : 
a) Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknik Pungutan. 
b) Seksi Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan. 
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
8) Cabang Dinas Pendapatan. 
9) Kelompok Jabatan Fungsional. 
c. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi jabatan Struktural 
Berdasarkan keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 307 Tahun 2001 
ditetapkan uraian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut : 
1) Kepala Dinas 
Tugas Pokok Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah : 
a) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam 
bidang pendapatan. 





Fungsi Kepala Dinas Pendapatan adalah sebagai berikut : 
a) Penyusunan rencana kegiatan di bidang Pendataan, Penetapan 
dan Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan 
Daerah Lainnya serta PBB, 
b) Pengkoordinasian atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. 
c) Pengawasan dan pengendalian di bidang pendataan, penetapan 
dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan 
Asli Daerah Lainnya serta PBB. 
2) Bagian Tata Usaha 
Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut : 
a) Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan 
organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan. 
b) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas Pendapatan. 
Fungsi Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut: 
a) Penyusunan rencana kegiatan di bidang ketatausahaan urusan 
umum, kepegawaian, keperawatan dan perlengkapan serta 
keuangan. 




Sub bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut : 
a) Sub Bagian Umum 
Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan  pengiriman surat, kearsipan, rumah tangga, 
pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas serta pengadaan 
dan pemeliharaan perlengkapan. 
b) Sub Bagian Kepegawaian 
Sub bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu 
Kepala Bagian Tata Usaha di bidang kepegawaian. 
c) Sub Bagian Keuangan 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu 
Kepala Bagian Tata Usaha di bidang pengelolaan keuangan. 
3) Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan 
Kepala Sub Dinas Pendaftaran dan Pendapatan mempunyai tugas 
pokok melaksanakan kegiatan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan 
Retribusi daerah serta pendataan Obyek Pajak dan Obyek Retribusi 
Daerah dan membantu pendataan obyek dan subyek PBB yang 
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi sebagai 
berikut : 
a) Penyusunan rencana kegiatan di bidang pendaftaran dan 
pendataan meliputi pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak 
Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, Pendataan Obyek Pajak 
  
dan Obyek Retribusi Daerah, serta membantu pendataan Obyek 
dan Subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak, 
b) Pelaksanan pendaftaran dan pendataan meliputi pendaftaran 
dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi 
Daerah, pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
serta membantu pendataan obyek dan subyek PBB yang 
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dari : 
a) Seksi Pendaftaran 
Kepala Seksi Pendaftaran mempunyai tugas pokok 
mendistribusaikan dan menerima kembali formulir pendaftaran 
Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang belum 
diterima kembali, mencatat nama dan alamat calon wajib pajak 
daerah dan wajib retribusi daerah, menyiapkan Nomor Pokok 
Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 
b) Seksi Pendataan 
Kepala Seksi Pendataan mempunyai tugas pokok menghimpun, 
mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak dan 
retribusi daerah, melakukan pemeriksaan lapangan / lokasi dan 
melaporkan hasilnya serta membuat daftar mangenai formulir 
SPPT yang belum diterima kembali. 
 
  
c) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data 
Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai 
tugas pokok membuat dan memelihara daftar induk Wajib 
Pajak dan Wajib Retribusi, memberikan kartu pengenal 
NPWPD, menyimpan arsip perpajakan dan retribusi daerah 
yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu 
melakukan penyampaian SPOP PBB kepada para Wajib Pajak 
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
4) Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan 
Tugas pokok Dinas Pendapatan, Pembukuan dan Pelaporan antara 
lain: 
a) Melaksanakan penetapan jumlah Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah yang terutang serta menghitung besarnya angsuran atas 
permohonan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi 
Daerah serta menatausahakan jumlah penetapan PBB yang 
penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan SPPT. 
b) Melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi 
penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 
PBB. 




Fungsi Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan, antara 
lain : 
a) Menyusun rencana kegiatan di bidang penetapan, perhitungan 
dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 
terutang, serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan 
Wajib Pajak dan Wajib Retribusi. 
b) Melaksanakan perhitungan dan penetapan besar kecilnya Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 
Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari : 
a) Seksi Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan 
Mempunyai tugas pokok menghitung besarnya Pajak dan 
Retribusi yang akan dikenakan, menerbitkan Surat Kertetapan 
Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat 
Perjanjian Angsuran dan Surat Ketetapan Pajak lainnya, 
mendistribusikan dan menyampaikan arsip perpajakan dan 
retribusi daerah, membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam 
melakukan penyampaian arsip SPPT PBB serta dokumen PBB 
lainnya. 
b) Seksi Angsuran 
Seksi Angsuran mempunyai tugas pokok menerima syarat 
permohonan angsuran, menyiapkan surat–surat perjanjian 
angsuran dan surat penetapan angsuran pemungutan / 
pembayaran  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
  
 
c) Seksi Pembukuan Penerimaan, Persediaan dan Pelaporan 
Seksi Pembukuan Penerimaan, Persediaan dan Pelaporan 
mempunyai tugas pokok menerima dan mencatat semua SKP 
dan SKR dan surat – surat ketetapan pajak lain serta SPPT 
PBB, yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan / 
pembayaran / penyetoran PBB serta menyiapkan laporan 
periodik mengenai realisasi penerimaasn tunggakan pajak dan 
retribusi serta PBB. 
5) Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain- lain 
Tugas pokok Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan lain - lain 
antara lain: 
a) Melaksanakan tugas penagihan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah yang melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani 
keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan 
mengolah data sumber penerimaan daerah lainnya diluar Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, 
b) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas Pendapatan. 
Fungsi dari Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan lain – lain 
adalah sebagai berikut : 
a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang penagihan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah yang telah jatuh tempo. 
  
b. Pelayanan keberatan dan permohonan banding dari Wajib   
Pajak   dan Wajib Retribusi Daerah. 
c. Pengumpulan dan pengolahan data sumber penagihan, data 
sumber penerimaan daerah lainnya di luar Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain – lain adalah sebagai 
berikut : 
a) Seksi Penagihan 
Seksi Penagihan mempunyai tugas pokok menerima dan 
melayani surat ketetapan dan surat permohonan banding atas 
materi penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, menyiapkan 
keputusan menerima / menolak keberatan dan meneruskan 
penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan 
Pajak. 
b) Seksi Keberatan 
Seksi Keberatan mempunyai tugas pokok menerima dan 
melayani surat ketetapan dan surat permohonan banding atas 
materi penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, menyiapkan 
keputusan menerima / menolak keberatan dan meneruskan 





c) Seksi Penerimaan Lain – lain 
Seksi Penerimaan Lain – lain mempunyai tugas pokok 
mengumpulkan dan mengolah data sumber – sumber 
penerimaan lainnya diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
6) Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional 
Tugas pokok Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian 
Operasional antara lain : 
a) Melaksanakan penyusunan rencana pendapatan, pembinaan 
teknis pemungutan, pengendalian dan peningkatan pendapatan 
daerah. 
b) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas Pendapatan. 
Fungsi Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional 
antara lain : 
a) Menyusun rencana pendapatan, pembinaan teknis pemungutan, 
pengendalian dan peningkatan daerah. 
b) Melaksanakan pembinaan teknis pemungutan, pengendalian 
dan peningkatan pendapatan daerah. 
Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Opoerasional terdiri dari: 
a) Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan 
Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan 
mempunyai tugas pokok menyusun rencana pendapatan daerah 
  
dan rencana intensifikasi pemungutan pendapatan daerah, 
melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, tata hubungan 
kerja serta pembinaan penggunaan sarana kerja dan prasarana 
perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah 
lainnya. 
b) Seksi Evaluasi dan Pengembangan 
Seksi Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas pokok 
mengumpulkan data sumber – sumber pendapatan daerah, 
merumuskan naskah rencana peraturan daerah dan keputusan 
Bupati tentang perpajakan daerah, retribusi daerah dan 
pendapatan daerah lainnya. 
d. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Karanganyar 
1. Visi 
Menjadi dinas yang profesional di bidang pengelolaan sumber – 
sumber pendapatan daerah melalui program intensifikasi dalam 
rangka mendukung Kabupaten Karanganyar menuju tingkat 
pendapatan terkemuka di Jawa Tengah Tahun 2009. 
2. Misi 
a. Meningkatkan sumber daya pengelolaan pendapatan daerah 
yang professional. 
b. Meningkatkan pelayanan ketatausahaan atau administrasi 
pengelolaan pendapatan daerah sesuai sistem manajemen 
keuangan atau pendapatan daerah yang berlaku. 
  
c. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pendapatan. 
d. Meningkatkan pendapatan setiap tahun anggaran. 
e. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis 
dengan semua pihak yang terkait dalam upaya peningkatan 
pendapatan daerah. 
 
B. LATAR BELAKANG 
Pembangunan disegala bidang perlu ditingkatkan guna mencapai 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui bersama Indonesia merupakan suatu 
negara yang sedang berkembang, oleh karena itu dalam rangka mewujudkan 
tujuan tersebut diperlukan adanya partisipasi dan kerjasama yang baik antar 
pemerintah dengan masyarakat. Salah satu bentuk kerjasama yang bisa 
dilakukan adalah dalam hal pemungutan pajak. 
Pajak merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam 
memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara yang 
berguna bagi pembiayaan nasional sehingga pajak mempunyai peran berarti 
dalam menunjang kesejahteraan Rakyat Indonesia. Oleh karena itu pajak 
menjadi masalah seluruh rakyat dalam suatu negara sehingga setiap orang 
sebagai masyarakat harus mengetahui setiap permasalahan yang berhubungan 
dengan pajak baik mengenai asas, jenis atau macam pajak yang berlaku di 
negaranya serta tata cara pembayaran pajak dan fungsi dari pemungutan pajak 
itu sendiri . 
  
Pajak  keuntungan  modal secara langsung akan mempengaruhi  
investasi, dan mobilitas yang risiko aliran modalnya  mengalami kemudahan 
atau kesulitan yang juga dialami oleh Ventures baru dalam memperoleh 
modal, dan dengan demikian kekuatan dan potensi pertumbuhan ekonomi 
akan semakin kuat. 
 ( Kennedy dalam quote 2009). 
Karakteristik pokok dari pajak menurut (Mardiasmo, 2003) adalah: 
pemungutannya harus berdasarkan undang-undang diperlukan perumusan 
macam pajak dan berat ringannya tarif pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut 
didalam menetapkan rumusnya. Menurut  lembaga yang memungut, Pajak 
dibedakan menjadi dua yaitu Pajak pusat dan Pajak daerah (Mardiasmo, 
2003). Pajak Pusat penerimaannya berasal dari : Pajak Penghasilan (PPh), 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPN BM), Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan(BPHTB), dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah 
dibagi menjadi dua yaitu Pajak Daerah Propinsi dan Pajak Daerah 
Kabupaten/Kota.  
Pajak Daerah Propinsi yang penerimaannya berasal dari: Pajak 
Kendaraan bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar kendaraan 
Bermotor, Pajak Pengambilan dan  Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
permukaan.  
  
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 
2006 Peningkatan sektor pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh pajak 
daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat 
penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 
derah untuk lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, 
bertanggung jawab dengan menitik beratkan pada kota dan kabupaten. Self 
Assesment System adalah sistem pemungutan dan penghitungan pajak dimana 
Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan seluruh kewajiban pajak terutangnya sendiri. Sedangkan Official 
Assesment system adalah suatu system pemungutan dan penghitungan 
besarnya pajak terhutang yang menjadi kewajiban Wajib Pajak yang 
dilakukan oleh Fiskus. Sistem yang digunakan untuk pemungutan Pajak 
Reklame adalah Official Assesment System. Dalam hal ini Wajib Pajak adalah 
Pengusaha utau biro jasa periklanan. 
Dasar pengenaan, tarif dan tata cara perhitungan Pajak Reklame 
berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Karanganyar Nomor 17 
Tahun 2006 adalah sebaga berikut: 
a. Dasar pengenaan Pajak adalah sewa reklame. 
b. Nilai Jual Objek Pajak Reklame ( NJOPR ) ditetapkan dalam harga jual. 
c. NJOPR untuk minuman beralkohol dan rokok ditambah 25%. 
d. NJOPR untuk reklame nama atau identitas  perusahaan di lokasi 
perusahaan serta lembaga pendidikan swasta dikurangi  25%. 
  
e. NJOPR untuk reklame praktek dokter/ RS/ Poliklinik/ Apotik  swasta 
dikurangi 50%. 
f. Bagi Wajib Pajak yang merubah matari dan visual reklame meskipun 
masa ijin/ Pajak reklame belum habis diharuskan membayar kembali 
pajak reklame sesuai ketentuan yang berlaku. 
g. Nilai Strategis Lokasi ( NSL). 
h. Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%. 
Arti Pajak yang dikemukakan oleh beberapa sumber antara lain adalah: 
a. Pajak adalah beban keuangan yang di bebankan untuk mendukung 
pemerintah , sumbangan yang ditetapkan secara proporsional dari 
individu dan properti yang dipungut oleh yang berwenang adalah untuk 
membantu kebutuhan pemerintah dan masyarakat, (Bouvier, 2009). 
b. Pajak diartikan sebagai iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah 
legislatif atau badan pemerintah lain untuk kepentingan Masyarakat dan 
dilindungi oleh Undang – Undang, ( Wrote, 2009). 
c. Pajak diartikan sebagai Jumlah biaya yang di bebenkan pemerintah pada 
produk pendapatan atau kegiatan, dan jika pajak yang dikenakan 
langsung pada pribdi atau perusahaan pendapatan maka adalah pajak 
langsung, jika pajak yang dikenakan pada harga yang baik atau layanan 
maka disebut pajak tidak langsung. Tujuan Pajak adalah untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah, (Goverment on a product, 2009). 
  
d. Pajak adalah biaya yang dugunakan untuk menunjang semua tanda resmi 
dari pajak, hal ini dapat diselenggarakan oleh hukum dan dapat 
dipaksakan menurut kekeuasaan parlemen, diadakan oleh lembaga 
masyarakat dengan tujuan untuk kepentingan rakyat, (Gontheir, 2009) 
Seiring dengan majunya perkembangan pembangunan di Kabupaten 
Karanganyar banyak terdapat pendirian sarana dan prasarana baru, dimana 
untuk mensosialisasikannya kepada khayalak ramai khususnya masyarakat 
Karanganyar, pengusaha-pengusaha memilih untuk mengkomunikasikannya 
melalui berbagai media reklame baik melalui media audio, visual, maupun 
audio visual. Tingginya daya beli masyarakat Karanganyar akan berbagai 
produk yang ditawarkan produsen membuat tingkat pembuatan reklame juga 
tinggi. Pembuatan reklame ini dapat berupa reklame komersial maupun non-
komersial, contoh reklame komersial seperti reklame dari berbagai Penyedia 
Jasa Layanan Komunikasi yang menawarkan keunggulan terbaru produk 
mereka sedangkan untuk reklame Non-Komersial contohnya seperti iklan 
kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat ataupun dari Pos Pelayanan 
Terpadu yang biasanya berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan 
pemeriksaan kesehatan rutin.                                              Berdasarkan 
Laporan Realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar dari tahun 
2004-2008 penerimaan Pajak Daerah khususnya dari Pajak Reklame memiliki 
potensi yang baik bagi penerimaan pendapatan Asli Daerah. 
  
Peningkatan Pajak Reklame  diharapkan mampu memberikan 
kontribusi serta pengaruh yang positif bagi perkembangan pembangunan di 
Kabupaten Karanganyar yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, 
yang kemudian digunakan untuk peningkatan dan kemajuan daerah. 
Meskipun realisasi penerimaan daerah masih perlu untuk melakukan evaluasi 
yang bertujuan ke depan untuk lebih meningkatkan dan memepertahankan 
penerimaan dari sektor Pajak Reklame. Sehingga untuk mengetahui besarnya 
realisasi penerimaan dan perkembangan penerimaan Pajak Reklame dari 
tahun ke tahun, maka penulis mengambil judul ”ANALISIS REALISASI 
DAN PROSPEK PENERIMAAN PAJAK REKLAME SEBAGAI 
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KARANGANYAR”. 
 
 
C. PERUMUSAN MASALAH 
Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan 
pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat 
sesuai dengan prinsis-prinsip penelitian yang ilmiah. Kabupaten Karanganyar 
merupakan daerah wisata yang sudah dikenal di seluruh Nusantara dan 
tentunya sudah memenuhi semua akomodasinya sebagai daerah wisata mulai 
dari trasportasi, restoran dan hotel. Dari situlah sektor Pajak Reklame menjadi 
potensi yang sangat penting untuk mensosialisasikan kepada khayalak ramai 
khususnya masarakat untuk mengetahui potensi apa saja yang ada di 
Kabupaten karanganyar. Realisasi penerimaan Pajak Reklame dapat 
dikatakan masih rendah, tetapi dengan berbagai kebijakan atau strategi yang 
  
sedang berkembang dan dilaksanakan sekarang ini diharapkan dapat 
meningkatkan penerimaan dari tahun ke tahun dan dapat memenuhi target 
yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya penerimaan Pajak Reklame juga 
dapat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajaknya. 
Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan di atas agar lebih jalas 
mengenai pokok permasalahan, maka penulis menetapkan rumusan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2004 - 2008 ? 
2. Seberapa besar Rasio pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame di 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2004 - 2008? 
3. Bagaimana prospek penerimaan Pajak Reklame untuk tahun-tahun 
mendatang di Kabupeten Karanganyar Tahun 2009 - 2013? 
4. Seberapa jauh usaha Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar untuk 
meningkatkan penerimaan PAD Khususnya dari sektor Pajak Reklame? 
 
D. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Tujuan operasional                            
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya 
realisasi  penerimaan Pajak Reklame, rasio pertumbuhan penerimaan Pajak 
  
   Reklame pada tiap-tiap tahun, prospek penerimaan pajak reklame pada tahun-
tahun mendatang, serta usaha-usaha yang telah dilakukan pihak terkait dalam 
upaya peningkatan penerimaan Pajak Reklame di Daerah Kabupaten 
Karanganyar.  
2. Tujuan Fungsional 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan dan bahan masukan 
kepada para pembaca tentang berapa besar penerimaan Pajak Reklame di 
Kabupaten karanganyar.       
3. Tujuan Individual 
Penelitian yang dilakukan ini dengan tujuan sebagai persyaratan untuk 
memperoleh gelar Ahli Madya pada Jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas 
Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar 
Merupakan sumbangan pikiran yang diharapkan bisa membantu 
mengetahui kelemahan sistem yang telah ada tersebut guna menciptakan 
efisiensi yang lebih baik, dalam upayanya untuk meningkatkan Pendapatan 





2. Bagi Pihak Lain 
 Dapat dijadikan tambahan wawasan bagi para pembaca serta dijadikan 
sumber informasi atau bahan masukan guna pembuatan laporan 
selanjutnya. 
3. Bagi Penulis 
 Sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan tentang pengelolaan Pajak 
Reklame dan perbandingan terapan ilmu di bidang perpajakan yang telah 
di peroleh salama dalam proses perkuliahan dengan keadaan yang 
sesungguhnya terjadi di lapangan mengenai Pajak Reklame. 
 
F. METODOLOGI PENELITIAN 
1. Obyek  Penelitian menurut Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar No. 7 Tahun 1998 adalah Pajak 
Reklam, reklame merupakan benda, media menurut bentuk susunanya dan 
corak ragamnya untuk tujuan komersial. Pajak Reklame yang selanjutnya 
adalah pungutan daerah yang dikenakan terhadap kegiatan yang dilakukan 
oleh pribadi atau badan atas penyelengaraan Reklame tanpa imbalan 
langsung yang seimbang. Tarif Pajak Reklame yang dikenakan setingi-
tingginya 25%, atau yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. 
2.   Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini mengambil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Karanganyar sebagai lokasi penelitian dengan alasan: 
  
a.   Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten 
Karanganyar lebih memadai dalam hal pelayanan dan sumber datanya. 
b. Kabupaten Karanganyar sebagai daerah otonom memiliki tingkat 
kemajuan yang cukup pesat dalam hal Penerimaan PAD. 
c.  Pajak Reklame di Kabupaten Karanganyar memiliki potensi yang baik 
bagi penerimaan PAD. 
3. Sumber Data 
a. Data Primer yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari 
objek yang teliti mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak 
Reklame di Kabupaten Karanganyar. 
b. Data Sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dengan 
mempelajari buku-buku, literatur, makalah-makalah, majalah, undang-
undang pajak, surat keputusan, dan buku-buku terkait. Data sekunder 
bersifat melengkapi data primer dan digunakan sebagai landasan teori 
untuk memecahkan masalah. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
  a.  Metode Wawancara 
 Metode Pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara 






b. Metode Pustaka 
Metode pengumpulan data atau informasi dengan cara membaca buku     
serta referensi sumber data lainnya yang berhubungan guna 
mendukung penulisan Tugas Akhir ini. 
c. Metode Observasi 
Metode pengumpulan data dengan cara pengamatan baik secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. 
5. Teknik Analisis Data 
Dalam menganalisis data yang telah diperoleh digunakan suatu analisis 
yang disebut dengan Analisis Kuantitatif. 
Analisis kuantitatif merupakan analisis yang mengunakan data berupa 
angka atau rumus – rumus statistik. Analisis ini dapat dipakai untuk 
mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan target dan realisasi 
penerimaan Pajak Reklame.  
6. Metode Analisis   
a. Rasio efektifitas adalah  metode yang mengukur hubungan antara 
hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. (Suhedi ,  
2000)  
%100sEfektifita ReklamePajak  PenerimaanTarget 
ReklamePajak  Penerimaan Realisasi X=  
b. Rasio pertumbuhan Pajak Reklame yaitu digunakan untuk 
mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam 
mempertahankan dan meningkatkan keberhasilanya yang telah 
  
dicapai dalam periode ke periode berikutnya. ( Halim, 2001 dalam 
Widirahmadi, 2007 ) 








G   
G       : Laju Pertumbuhan 
Pt       : `  Realisasi Penerimaan Pajak Reklame tahun                     
 Berikutnya. 
(pt-1) :    Realisasi Penerimaan Pajak Reklame tahun   
                                                Sebelumnya. 
c. Analisis Trend Linier 
Analisis Trend Linier dengan metode Least Square. 
 ( Djarwanto, 1993 ) 
                 bxay +=   
 
 Y : Jumlah penerimaan dari sektor Pajak Reklame 
 a: Nilai Y,Bila X=0 
                                    b: Besarnya perubahan Variabel Y yang terjadi pada setiap   
perubahan suatu unit Variabel X. 
n
y









ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. Landasan Teori 
1. Pengertian Pajak Secara Umum 
Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengertian pajak daerah, maka 
terlebih dahulu membicarakan mengenai pengertian pajak itu sendiri. 
Banyak ahli memberikan batasan tentang pajak  diantaranya adalah:  
a. Soemitro, 1994 dalam Mardiasmo (2003) 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – 
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
b. Smeets, 1997 dalam Ilyas (2002) 
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang melalui norma – norma 
umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adaya kontraprestasi 
yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah 
membiayai pengeluaran pemerintah. 
c. Soemahamidjaja, 2002 dalam Suandy (2002) 
Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya 
produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai 
kesejahteraan umum. 
  
d. Adriani, 1998 dalam Waluyo dan Wirawan (2002) 
            Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan ) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 
dengan tidak mendapatkan prestasi kembali,yang langsung dapat 
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk 
menyelenggaran pemerintahan.   
e. Definisi Pajak menurut Undang – undang No.28 Tahun 2007 
Pajak adalah kontribusi-wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. 
1) Fungsi Pajak 
 Fungsi Pajak menurut (Sofa, 2008) ada dua yaitu : 
a) Fungsi Budgetair 




b) Fungsi Regulerend 
  
Pajak sebagai alat untuk mengatur malaksanakan kebijakan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.  
2) Empat unsur pokok dalam definisi pajak  (Mardiasmo, 2003) 
a. Iuran / pungutan. 
b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. 
c. Tidak menerima kontra prestasi. 
d. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah 
3) Syarat Pemungutan Pajak dalam Widirahmadi,  2007 
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka 
pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
a) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), bahwa dalam 
mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 
dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. 
b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat 
yuridis), hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan 
keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 
c) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan 
pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat. 
  
d) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil), sesuai dengan 
fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pungutan. 
e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana, dengan adanya 
penyederhanaan prosedur-prosedur akan memudahkan dan 
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya.   
4) Teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, (Brotodiharjo, 2001). 
a. Teori asuransi menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk 
melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan 
jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan 
tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian 
asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak 
ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini 
banyajk ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan 
perusahaan asuransi.  
b. Teori kepentingan menurut teori ini, dasar pemungutan pajak 
adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. 
Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. 
Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin 
tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak 
ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan 
perlindungan orang miskinlebih tinggi daripada orang kaya. Ada 
  
perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan 
orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.  
2. Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi 
atau badan kepada daerah tanpa imbalan lansung yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peratutan perundang-undangan yang berlaku 
yang digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan 
Daerah dan Pembangunan Daerah (Mardiasmo, 2003). 
Dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan 
bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran 
wajib yang dilakukan oleh orang pribadi / badan kepada daerah tanpa 
imbalan langsung yang seimbang yang berlaku yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan 
Daerah. 
Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Pajak Daerah 
mempunyai ciri - ciri sebagai berikut. ( Peraturan Daerah No. 17 tahun 
2006, tantang Pajak Reklame.) 
a)  Pajak Daerah merupakan Pajak Negara yang diserahkan kepada  
daerah. 
  
b) Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan Undang – 
Undang. 
c) Hasil pungutan pajak digunakan untuk penyelengaraan Pemerintah 
Daerah dan Pembangunan Daerah 
Sesuai dengan pembagian administrasi daerah dan Undang – 
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – 
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dapat digolongkan 
menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut: 
1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri atas : 
a. Pajak Kendaraan Bermotor 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
2. Pajak Daerah Tingkat II ( Kabupaten / Kota ), terdiri atas : 
a. Pajak Hotel  
b. Pajak Restoran 
c. Pajak Hiburan 
d. Pajak Reklame 
e. Pajak Penerangan Jalan 
f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian 
Golongan C 
g. Pajak Parkir 
 
  
3. Pajak Reklame 
a. Dasar Hukum 
1) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
2) Peraturan Daerah Kabupaten Kaangnyar Nomor 17 tahun 
2006 tentang Pajak Reklame. 
3) Keputusan Bupati Karanganyar nomor 343 Tahun 2004 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten 
Karanganyar dan Penetapan Harga Dasar.    
b. Pengertian Pajak Reklame 
Sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame, Pajak Reklame 
adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan 
pengertian dari rekame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan 
atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya 
untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, 
menganjurkan atau memujikan suatu barang,jasa atau orang untuk 
menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang 
ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari 
suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 
  
c. Dasar pengenaan, tarif dan tata cara perhitungan Pajak Reklame 
berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Karanganyar 
Nomor 17 Tahun 2006 adalah sebaga berikut: 
1) Dasar pengenaan Pajak adalah sewa reklame. 
2) Nilai Jual Objek Pajak Reklame ( NJOPR ) ditetapkan dalam 
harga jual. 
3) NJOPR untuk minuman beralkohol dan rokok ditambah 25%. 
4) NJOPR untuk reklame nama atau identitas  perusahaan di 
lokasi perusahaan serta lembaga pendidikan swasta dikurangi  
25%. 
5) NJOPR untuk reklame praktek dokter/ RS/ Poliklinik/ Apotik  
swasta dikurangi 50%. 
6) Bagi Wajib Pajak yang merubah matari dan visual reklame 
meskipun masa ijin/ Pajak reklame belum habis diharuskan 
membayar kembali pajak reklame sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
7) Nilai Strategis Lokasi ( NSL). 




d. Objek dan subjek Pajak Reklame 
  
Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan 
Reklame. Subjek Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan 
yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan Reklame. 
Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan Reklame. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame, 
Reklame yang dimaksud meliputi : 
1) Reklame Papan/ BillBoard  
  adalah reklame yang diselenggarakan untuk tujuan komersial 
dengan menggunakan bahan kayu,  kertas, plastik, fibre glass, 
kaca, batu, logam, alat penyinar, atau bahan lain yang sejenis 
yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang 
dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau 
dengan cara digantungkan atau ditempelkan. 
2) Reklame kain  
 Adalah reklame yang diselenggarakan untuk tujuan komersial 
dengan menggunakan bahan kain, atau bahan lain yang sejenis. 
3) Reklame Merekat (Stiker) 
 Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, 
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat 
diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, 
digantungkan pada suatu benda milik pribadi lain dengan 
ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 m2 per lembar. 
  
4) Reklame selebaran 
 Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, dengen 
ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, 
digantungkan pada suatu benda lain. 
5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan 
 Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa 
reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki atau yang 
ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang 
digerakkan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik. 
6) Reklame udara 
 Adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan 
menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenisnya. 
7) Reklame suara 
 Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan 
kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan 
dan atau oleh perantara alat atau pesawat apapun. 
8) Reklame peragaan 
 Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 
 
9) Reklame film atau slide 
 Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 
menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-
  
bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan ada 
atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan 
dan atau diperagakan melalui pesawat televisi. 
e. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame menurut Peraturan 
Daerah   Kabupaten Karanganyar Nomor. 17 Tahun 2006, tentang 
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak 
1) Memperhitungkan dengan memperhatikan kawasan/zona 
penempatan, jenis, jangka waktu penyelengaraan dan ukuran 
media reklame. 
2) Reklame yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan 
yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka 
nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya 
pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis 
lokasi reklame, jenis reklame,ketinggian pemasangan, dan 
ukuran media . 
3) Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maka nilai 
sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran 
untuk suatu masa penyelenggaraan reklame dengan 
memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, waktu, nilai 
strategis lokasi reklame, jenis reklame, ketinggian 
pemasangan, dan ukuran media. 
f. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak 
Tata cara perhitungan dan penetapan Pajak Reklame sebagai 
  
berikut: 
1) Bardasarkan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah 
(SPTPD) Bupati Tahun 2006 menetapkan pajak terutang 
dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 
SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya 
jumlah pajak yang terutang. Apabila SKPD tidak dibayar atau 
kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak 
SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat 
Tagihan Pajak Daerah (STPD). STPD adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi  berupa 
bunga atau denda. 
2) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD ini digunakan 
untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak 
sendiri yang terutang. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 
sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: 
a) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). 
SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 
sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 
b) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
(SKPDBT). SKPDBT adalah surat keputusan yang 
  
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. 
c) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). SKPDN 
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang 
terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak 
tidak terutang dantidak ada kredit pajak. 
g. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame menurut 
Peraturan Daerah   Kabupaten Karanganyar Nomor. 17 Tahun 2006 
Pasal 15 adalah: 
Pembayaran Pajak Reklame ini dilakukan di kas daerah atau 
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang 
ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan 
STPD. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 
Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran 
pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan 
dikenakan bunga sebasar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum 
dibayar atau kurang bayar. 
Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membayar 
Pajak Reklame yang telah di tetapkan dalam penyelenggaraan 
reklame, maka petugas berhak melakukan penagihan. Adapun 
langkah-langkah dalam penagihan adalah sebagai berikut: 
  
1) Bupati akan menerbitkan Surat Teguran kapada wajib Pajak 
yang tidak memenuhi kewajibannya setelah 7 (tujuh) hari sejak 
tanggal jatuh tempo pembayaran. 
2) Bupati akan menerbitkan Surat Paksa kepada Wajib Pajak, 
apabila setelah 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat 
Teguran Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang. 
3) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 
waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pembetitahuan Surat Paksa, 
pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan 
penyitaan 
4) Setelah dilakukan penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi 
hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 
pelaksanaan Surat Perintah melakukan penyitaan, Bupati 
mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada 
Kantor Lelang Negara. 
h. Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pajak Reklame menurut 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame 
adalah: 
1) Setiap reklame baru dapat dipasang setelah mendapat ijin 
terlebih dahulu dari Bupati. Untuk mendapat ijin pemasangan 
reklame pemohon harus mengajukan permohonan tertulis 
kepada Bupati dengan mengunakan formulir yang telah 
  
disediakan oleh Dinas Pendapatan, dengan mencukupi 
keterangan-keterangan sebagai berikut: 
a) Nama dan alamat pemohon. 
b) Jenis, bahan, ukuran, ketinggian, perlengkapan reklame. 
c) Bunyi, isi, naskah, gambar, foto reklame. 
d) Tempat pemasangan Reklame. 
e) Klasifikasi jalan yang akan dipasang reklame. 
f) Posisi reklame. 
g) Surat kuasa dari perusahaan apabila permohonan reklame 
diserahkan kepada pihak ketiga. 
h) Foto copy identitas pemohon 
i) Keterangan-keterangan yang dianggap perlu. 
2) Dalam hal pemasangan reklame diatas tanah/gedung/bangunan 
milik perorangan yang dipergunakan oleh pihak ketiga, harus 
dilampirkan surat persetujuan dari pemilik. Pemasngan reklame 
Surat Persetujuan dari instansi yang bersangkutan. 
3) Bupati berhak menolak permohonan ijin pemasangan reklame 
apabila mengganggu ketertiban, keamanan, norma-norma 
kesusilaan, pendangan dan keindahan. 
4) Pemberian dan penolakan permohon ijin penyelenggaraan 
reklame dapat diselesaikan kepada pemohon selambat-
lambatnya1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 
surat permohonan ijin penyelenggaraan reklame. 
  
5) Masa berlaku ijin reklame paling lama 1 (satu) tahun dan dapat 
diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali 
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa ijin. 
6) Ijin penyelenggaraan reklame diberikan setelah pemohon 
membayar Pajak Reklame dan jaminan biaya pembongkaran 
serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Ijin reklame 
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati 
dengan memuat besarnya Pajak Reklame.   
 
B. Analisis dan Pembahasan 
1. Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 
           Pajak Reklame merupakan salah satu bagian pajak daerah yang 
dipungut pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan 
pendapatan daerah yang sekaligus untuk mengatur dan menertibkan 
keberadaan reklame di Kabupaten Karanganyar. Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karangnyar mengharap perolehan Pajak Reklame dari 
tahun ke tahun meningkat. Besar kecilnya penerimaan Pajak Reklame 
tergantung juga mekanisme pemungutanya. Penerimaan Pajak 
Reklame dapat diketahui dengan perbandingan target terhadap realisasi 
penerimaan pajak reklame.  
          Target pajak reklame adalah kemampuan maksimum yang ingin 
dicapai dari penerimaan pajak reklame, sedangkan realisasi merupakan 
hasil pungutan dari penerimaan Pajak Reklame. Seharusnya dasar 
  
penetapan target harus sesuai dengan potensi jumlah reklame yang 
sebenarnya ada di wilayah Kabupaten Karanganyar, tetapi karena 
adanya kesulitan dalam melakukan pendataan maka dari pihak Dinas 
Pendapatan Daerah Penetapan target dengan menggunakan tingkat 
persentase yang tidak terlalu rendah dengan persentase peningkatan 
10% sampai dengan 15% dari realisasi penerimaan pajak reklame 
tahun sebelumnya, selain itu juga memperhatikan peningkatan jumlah 
periklanan yang ada pada setiap periode.  
     Penulis akan menganalisis tingkat efektifitas penerimaan Pajak 
Reklame berdasar laporan target dan realisasi pendapatan daerah 
Kabupatan Karangnyar untuk tahun 2004-2008. Efektifitas merupakan 
suatu ukuran yang digunakan untuk menilai apakah pemungutan yang 
dilakukan sudah maksimal sehingga dapat diperoleh hasil yang 
memuaskan. Efektifitas adalah mengukur hubungan antara hasil 
pungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak tersebut, dengan 
asumsi semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan 
membayar seluruh pajak terutang. Semakin besar nilai efektifitas, 
maka semakin tinggi tingkat efektifitas penerimaan. Kebijakan akan 
tampak efektif bila mampu menaikan Pajak Reklame dalam prosentase 
terbesar. Berikut adalah tabel yang menyajikan perbandingan antara 
target yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan pajak reklame 




Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Reklame 
Tahun Anggaran 2004 sampai dengan tahun 2008 
Tahun   Target     Realisasi             Selisih 
 Efektifitas 
Anggaran                                                           Lebih/kurang 
2004 90.000.000       129.860.609        39.860.609         
144,29% 
2005           160.000.000       203.819.182       43.819.182          
127,39% 
2006           235.000.000       276.548.873       41.548.873          
117,68% 
2007           209.874.000       218.820.882         8.946.882          
104,26% 
2008           250.020.000       255.641.360         5.621.360          102,248 
Sumber:Dipenda Kabupaten Karanganyar 
Dari tabel diatas, perhitungan ratio efektifitas menurut ( Suhedi, 2000) 
menggunakan rumus: 
       %100 sEfektifita ReklamePajak  PenerimaanTarget 
ReklamePajak  Penerimaan Realisasi x=  
      Dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu 5 
tahun terakhir yaitu tahun 2004-2008, tingkat prosentase efektifitas 
Pajak Reklame mengalami penurunan. Pada tahun 2004 Prosentase 
Efektifitas 144,29%, Kemudian pada tahun 2005 menjadi 127,39%, 
  
begitu juga untuk tahun – tahun berikutnya prosentase Efektifitas 
Pajak Reklame mengalami penurunan. Penurunan prosentase 
efektifitas diakibatkan karena semakin tinggi target yang ditetapkan 
dari tahun ke tahun. Tetapi  Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 
selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2004 
penerimaan Pajak Reklame sebesar 129.860.609 bila dibandingkan 
targetnya sebesar 90.000.000 dengan ratio efektifitas 144,29%. Begitu 
pula untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 terus menerus 
mengalami kenaikan penerimaan Pajak Reklame.  Realisasi selalu 
melebihi target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Karanganyar. Ini menunjukan bahwa sistem penagihan Pajak 
Reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Karangnyar sudah cukup baik, melalui perbandingan antara target yang 
telah ditetapkan dengan realisasi penerimaanya.  
Adanya peningkatan penerimaan Pajak Reklame tidak 
disebabkan karena kenaikan tarif, terbukti pada Tahun 2004-2008 tidak 
ada kenaikan tarif dan berdasarkan hasil wawancara kenaikan tarif 
dimulai pada tahun 2009. Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame 
disebabkan karena Meningkatnya jumlah Wajib Pajak dari Tahun ke 
Tahun dan Wajib Pajak Banyak memasang reklame di lokasi-lokasi 
strategis maka dari itu Jumlah penerimaan Pajak Reklame selalu 
meningkat dari tahun ke tahun, itu membuktikan bahwa 
penyelenggaraan reklame saat ini semakin berkembang. Berdasarkan 
  
Daftar Reklame yang habis masa berlakunya jumlah Wajib Pajak tahun 
2004 sebesar 245, Tahun 2005 sebesar 305 Wajib Pajak, Tahun 2006 
sebesar 398 Wajib Pajak, Tahun 2007 sebesar 410 Wajib Pajak, dan 
untuk Tahun 2008 sebesar 485 Wajib Pajak. Peningkatan Jumlah 
Wajib Pajak bukan salah satu hal yang berpengaruh dalam Penerimaan 
Pajak Reklame di Kabupaten Karanganyar, dapat kita lihat jumlah 
Wajib Pajak pada tahun 2006 lebih sedikit dibandingkan dengan 
Tahun 2007 dan Tahun 2008, tetapi penerimaan Pajak Reklame tahun 
2006 lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun yang memiliki 
jumlah Wajib Pajak yang banyak. Hal itu dipengaruhi karena 
banyaknya Wajib Pajak yang memasang Reklame di lokasi-lokasi 
yang strategis dan  semakin besarnya papan reklame yang dipasang 
oleh Wajib Pajak, walaupun jumlah Wajib Pajaknya sedikit. 
    Seiring dengan majunya perkembangan pembangunan di 
Kabupaten Karanganyar banyak terdapat pendirian sarana dan 
prasarana baru, dimana untuk mensosialisasikannya kepada khayalak 
ramai khususnya masyarakat Karanganyar, pengusaha-pengusaha 
memilih untuk mengkomunikasikannya melalui berbagai media 
reklame baik melalui media audio, visual, maupun audio visual. 
Tingginya daya beli masyarakat Karanganyar akan berbagai produk 
yang ditawarkan produsen membuat tingkat pembuatan reklame juga 
tinggi. Pembuatan reklame ini dapat berupa reklame komersial 
maupun non-komersial, contoh reklame komersial seperti reklame dari 
  
berbagai Penyedia Jasa Layanan Komunikasi yang menawarkan 
keunggulan terbaru produk mereka sedangkan untuk reklame Non-
Komersial contohnya seperti iklan kesehatan dari Pusat Kesehatan 
Masyarakat ataupun dari Pos Pelayanan Terpadu yang biasanya berisi 
ajakan kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan 
rutin. Selain itu juga karena semakin banyak lokasi titik-titik strategis 
yang ditetapkan pemerintah. Titik-titik strategis tersebut dilelola 
dengan mekanisme lelang. 
     Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak 
swasta atau biro iklan dengan cara memberikan peluang pengelolaan 
lokasi titik-titik reklame pada pihak swasta atau biro iklan juga 
sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan penerimaan 
pendapatan Pajak reklame. Biro Iklan yang mengurusi pemasangan 
Reklame adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ( BPPT ). 
Berdasarkan Laporan Realisasi pendapatan Daerah Kabupaten 
Karanganyar dari tahun 2004-2008 penerimaan Pajak Daerah 
khususnya dari Pajak Reklame memiliki potensi yang baik bagi 





2. Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak reklame 
  
d. Penerimaan target dan realisasi Pajak Reklame merupakan dasar 
untuk mengetahui seberapa besra laju pertumbuhanya. Laju 
pertumbuhan ini digunakan untuk mengukur kenaikan atau 
perkembangan penerimaan Pajak reklame dari tahun ke tahun. 
Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan penerimaan Pajak 
Reklame menurut Halim, 2001 dalam Widirahmadi, 2007   
menggunakan rumus sebagai berikut: 
 








G   
 
G            :Laju Pertumbuhan 
Pt            :Realisasi Penerimaan Pajak Reklame tahun berikutnya 
(pt-1)      :Realisasi Penerimaan Pajak Reklame tahun sebelumnya. 
 
Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan penerimaan Pajak 







Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame 
Tahun Anggaran 2004 sampai dengan tahun 2008 
  
                     Realisasi          Realisasi Tahun 
Tahun         Tahun ke- n               Sebelumnya          Pt – ( Pt – 1 )         
G 
           ( pt )                          ( pt – 1 ) 
                  2004 90.000.000                       -  
2005            160.000.000               90.000.000         70.000.000       
77.78% 
2006            235.000.000             160.000.000         75.000.000       
46,88% 
2007            209.874.000             235.000.000         25.126.000       
10,70% 
2008            250.020.000             209.874.000         40.146.000       
19,12% 
Sumber : Dipenda kabupaten karangnyar. 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan 
penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2005 sebesar 77,78% dari 
realisasi penerimaan Pajak Reklame tahun anggaran 2004. Sedangkan 
pada tahun 2006 persentase pertumbuhan penerimaan pajak Reklame 
mengalami penurunan sebesar 46,88%. Kemudian pada tahun 2007 
penurunan penerimaan pajak terjadi kembali menjadi 10,70%. Hal ini 
disebabakan karena mulai tahun 2007 pemungutan Pajak Reklame di 
bagi menjadi dua yaitu antara perijinan dan pemungutan pajak, 
sekarang perijinan dikelola oleh BPPT, sedangkan pemungutan 
  
dikelola oleh Dipenda. Pada tahun 2008 pertumbuhan Pajak Reklame 
meningkat menjadi 19,12%.   
       Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase 
pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Karangnyar 
selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Persentase 
pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame tertinggi pada tahun 2005 
dengan 77,78%, sedangkan persentase pertumbuhan penerimaan Pajak 
Reklame terendah terjadi pada tahun 2007 dengan 10,70%%. Hal ini 
disebabkan karena masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakan dan juga banyaknya reklame yang 
sudah habis masa ijinnya tapi tetap terpasang.   
 
3. Prospek Penerimaan Pajak Reklame 
   Prospek merupakan perkiraan realisasi peneriman pajak pada 
tahun-tahun mendatang. Prospek ini dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam penetapan target di masa mendatang. Untuk 
mengetahui prospek penerimaan Pajak Reklame ditahun-tahun 
mendatang, Penulis menggunakan analisis trend dengan metode 
jumlah kuadrat terkecil (Djatwanto, 1993).  
Perhitungan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 
perkiraan tentang berapa prospek realisasi penerimaan pada tahun 
berikutnya. 
 Untuk mengetahui prospeknya, digunakan rumus sebagai berikut: 
  
                                   bXaY +=  
Y            : Jumlah Penerimaan dari sektor Pajak Reklame 
a             : Nilai Y, bila X=0 
b             : Besarnya perubahan Variabel Y Yang terjadi pada setiap 
perubahan suatu unit Variabel X 
 
 





b å=  
Tabel II.3 
Trend Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame 
Tahun Anggaran 2004 sampai dengan tahun 2008 
 Tahun              X                 Y                         X.Y                    X2 
                                           ( Realisasi ) 
       2004               -2             90.000.000          -180.000.000          4 
 2005               -1           160.000.000          -160.000.000          1 
 2006                 0           235.000.000                   0                    0 
 2007                 1           209.874.000           209.874.000          1 
 2008                 2           250.020.000           500.040.000          4      
    ∑                   0            944.894.000            369.914.000       10 
Sumber : Dipenda Kabupaten Karanganyar. 




a å=   , maka didapat 800.978.188
5
0944.894.00









b å= , maka didapat 400.991.36
10
         0369.914.00
==b  
Dari hasil perhitungan trend tersebut disusun persamaan sebagai 
berikut: 
xbaY .+=  
 = 188.978.800 + 36.991.400 . x 
       Berdasarkan trend linier diatas maka dapat diketahui bahwa rata-
rata perkembangan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten 
Karanganyar menunjukan kearah positif, dengan ditunjukan adanya 
besaran b>0 sebesar 36.991.400. Artinya selalu ada kecenderungan 
peningkatan penerimaan Pajak Reklame pada tahun-tahun  berikutnya. 
Berpedoman pada persamaan trend linier tersebut dapat dicari trend 
Pajak Reklame di Kabupaten Karanganyar untuk 5 (lima) tahun 
mendatang. 
Tabel II.4 
Prospek Penerimaan Pajak reklame. 
Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 
Tahun  X      Trend 
2009                   3  677.910.600 
2010   4  903.880.800 
2011   5  1.129.851.000 
2012  6  1.355.821.200 
2013  7  1.581.791.400 
 Sumber :Perhitungan Olah Data Trend 
  
 
Penghitungannya sebagai berikut 
Trend tahun 2009  =  188.978.800 + 36.991.400. (3) 
                              =  677.910.600 
Trend tahun 2010  =  188.978.800 + 36.991.400. (4) 
                               =  903.880.800 
Trend tahun 2011   =  188.978.800 + 36.991.400. (5) 
                               =   1.129.851.000 
Trend tahun 2012   =  188.978.800 + 36.991.400. (6) 
   =   1.355.821.200 
Trend tahun 2013 =  188.978.800 + 36.991.400. (7) 
                                               =  1.581.791.400 
 
    Dari perhitungan diatas memperlihatkan bahwa trend Pajak 
Reklame kabupaten Karangnyar untuk 5 (lima) tahun mendatang 
menunjukan peningkatan. Pada tahun 2009 didapat angka sebesar  
677.910.600, tahun 2010 meningkat menjadi 903.880.800 dan angka 
mengalami peningkatan secara teratur pada tahun-tahun berikutnya. 
Angka tersebut dapat dipakai sebagai perkiraan realisasi pemrimaan 
Pajak Reklame yang dapat dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Karanganyar. Akan tetapi perkiraan tersebut hanya sebagai 
bahan pertimbangan dalam penetapan target tahun mendatang. 
 
  
4. Usaha Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar dalam 
Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame 
     Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bp.Very sebagai Seksi 
Perencanaan dan Pengendalian Operasi yaitu Untuk lebih 
mengoptimalkan pendapatan Pajak Reklame, yang dilakukan pihak 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar maka akan dibahas 
mengenai program kerja operasional yang akan dilaksanakan dengan 
tujuan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan 
atau bahkan melebihi target. Program kerja yang dilaksanakan oleh 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar ini bersifat 
rutinitas dan intensifikasi, sehingga dari tahun ketahun khususnya 
periode 2004-2008 adalah sama. Berikut ini Program Kerja 
Operasionalnya: 
a. Intensitas  pendataan kembali atas objek atau subjek Pajak 
Reklame untuk menjamin kebenaran data yang dimiliki. 
b. Intensitas penagihan Pajak Reklame kepada Wajib Pajak yang 
belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik dengan 
mekanisme panggilan atau penagihan langsung oleh petugas 
pemungut. 
c. Revisi anggaran penerimaan Pajak Reklame untuk tahun-tahun 
berikutnya yang secara rutin dilakukan pada bulan Agustus-
September. Hal ini tentunya sangat penting dalam penetuan 
  
target periode selanjutnya, dengan melihat peningkatan atau 
penurunan jumlah periklanan pada tahun berjalan. 
d. Intensitass penertiban reklame-reklame yang melanggar 
peraturan atau reklame liar oleh petugas Dinas Pendapatan 
Daerah. Pengecekan dilakukan di titik-titik pusat pemasangan 
reklame untuk mengetahui reklame-reklame yang telah habis 
masa ijin pemasangannya. 
e. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan kesadaran 
membayar Pajak sesuai peraturan yang berlaku kepada wajib 
Pajak. Sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran 

















 Berdasarkan penelitian mengenai realisasi dan prospek penerimaan Pajak 
Reklame sebagai pendapatan asli daerah di Kabupaten Karangnyar, penulis 
dapat mengungkapkan hal-hal yang ditemukan dalam penulisan Tugas Akhir ini 
bahwa dalam kurun waktu lima tahun perkembangan Pajak Reklme selalu 
mengalami kenaikan dari tahun ketahun. 
Dengan  menggunakan perhitungan rasio efektifitas selama kurun waktu 5 
tahun terakhir yaitu tahun 2004-2008, tingkat prosentase efektifitas Pajak 
Reklame mengalami penurunan. Pada tahun 2004 Prosentase Efektifitas 
144,29%, Kemudian pada tahun 2005 menjadi 127,39%, begitu juga untuk tahun 
– tahun berikutnya prosentase Efektifitas Pajak Reklame mengalami penurunan. 
Penurunan prosentase efektifitas diakibatkan karena semakin tinggi target yang 
ditetapkan dari tahun ke tahun. Tetapi  Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 
selalu melebihi target yang telah ditetapkan.  
Pada tahun 2004 penerimaan Pajak Reklame sebesar 129.860.609 bila 
dibandingkan targetnya sebesar 90.000.000, dengan rasio efktifitas 144,29 %, 
begitu pula untuk tahun 2005 dan tahu 2006  terus menerus mengalami kenaikan 
penerimaan Pajak Reklame, sedangkan untuk tahun 2007 mengalami penurunan 
menjadi 209.874.000 dengan rasio efektifitas 104,26 %, tetapi itu sudah 
melebihi target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Karanganyar. Tahun 2008 mengalami peningkatan kembali menjadi 
  
255.641.360 dengan rasio efektifitas 102,24 %. Adanya peningkatan atau 
penurunan dikarenakan adanya kelebihan dan kekurangan yang ada di Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Karanganyar, berikut ini kelebihan dan kekurangannya. 
 
A. KELEBIHAN 
           Dengan rasio efektifitas bisa diketahui ukuran yang digunakan untuk 
menilai apakah pemungutan yang dilakukan sudah maksimal sehingga dapat 
diperoleh hasil yang memuaskan. 
Semakin besar nilai efektifitas, maka semakin tinggi tingkat efektifitas 
penerimaan. Kebijakan akan tampak efektif bila mampu menaikan Pajak 
Reklame dalam presentasi terbesar. 
            Dengan rasio efektifitas bisa diketahui bahwa penerimaan Pajak 
Reklame terus menerus mengalami kenaikan penerimaan Pajak Reklame. 
Realisasi selalu melebihi target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Karangnayar, ini menunjukan bahwa sistem penagihan Pajak 
Reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Karangnyar sudah cukup baik, melalui perbandingan antara target yang telah 
ditetapkan dengan realisasi penerimaan.    
Adanya peningkatan Pajak Reklame penerimaam Pajak Reklame disebabkan 
karena penyelengaraan reklame saat ini semakin berkembang 
Beberapa hal yang ditemukan dalam pembahasan berupa kelebihan yang 
mampu meningkatkan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Karanganyar 
antara lain:  
  
1. Adanya kerjasama antara Dipenda, pengusaha dengan biro iklan yang   
terbukti aktif dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame. 
2. Adanya kerjasama antara Pajak Reklame dengan pajak lain guna 
meningkatkan PAD, contohnya tentang penentuan nilai strategis pajak 
reklam, diperlukan kerjasama antara pajak reklame dengan PBB tentang 
penentuan NJOP PBB, apakah kontruksi atau non kontruksi dan juga 
tentang IMB. 
3. Adanya kerjasama pemberian hak pengelola titik reklame untuk jangka 
waktu tertentu dengan cara menyewakan lokasi strategis untuk 
pemasangan reklame dengan system pelelangan terbuka. Kebijakan ini 
akan menambah PAD dari sektor Retribusi Kekayaan Daerah yang 
berupa sewa. 
4. Sebelum jatuh tempo, pemasangan diberitahu untuk segera melunasi 
pembayaran pajaknya, apabila tidak memenuhi maka akan diberi surat 
teguran sampai surat sita. 
5. Mengenai masalah perijinan yang sudah kadaluwarsa dan tidak segera 
dimintakan perpanjangan ijin oleh pemiliknya tetapi masih dipasang , 
makaijin tersebut akan dicabut dan reklame yang masih dipasang akan 
dihentikan dan dibongkar.  
6. Adanya pembenahan kebijakan dan ketentuan pemungutan Pajak 
Reklame berakibat positif dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan 





1. Dari Pihak Intern 
a. Ketentuan mengenai pembayaran Pajak Reklame. Pada bagian 
pendapatan, Dipenda masih kurang teliti di dalam pendatan jumlah 
jenis reklame yang dimiliki oleh Wajib pajak. 
b. Masih kurangnya petugas monitoring dari Dinas Pendapatan Daerah 
yang seluruhnya dapat all out bekerja di lapangan. 
c. Masih kurangnya penanganan dari Dipenda terhadap Wajib Pajak 
yang tidak taat terhadap peraturan Pajak Reklame dengan tidak 
memberikan sanksi yang tegas. 
d. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diantaranya 
tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, keterlambatan 
penyampaian SPTPD, dan keterlambatan kurang diterapkan dengan 
tegas.  
e. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pembongkaran reklame yang 
berukura besar, sebab reklame tersebut sudah kadaluwarsa. 
f. Kurang telitinya aparat monitoring reklame dan memeriksa reklame-
reklame liar dan reklame-reklame yang sudah habis masa berlakunya.   
2. Dari Pihak Ekstern 
a. Masih Banyaknya biro iklan dan Wajib Pajak memasang reklame liar 
yang tidak melakukan ijin dan pelunasan pajak. 
  
b. Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak 
Reklame dan membayar sendiri pajak yang terutang masih rendah dan 
baru bersedia untuk membayar apabila ditagih. 
c. Masih banyaknya Wajib Pajak yang kurang jelas terhadap prosedur 
pelaksanaan reklame. 
d. Adanya titik lokasi yang dianggap strategis namun hasilnya kurang 
memuaskan. 
e. Faktor ketidakjujuran Wajib Pajak denan menyembunyikan atau tidak 
melaporkan jumlah reklame yang dipasang mengakibatkan 
pendapatan Dipenda berkurang. Hal ini dapat dikatakan 
penyelewengan pajak. 
f. Masih banyaknya pemasangan reklame yang tidak memperhatikan 
titik-titik reklame sehingga akan menggangu keindahan atau 
pemandangan jalan. 
g. Wajib Pajak kurang  mengetahui prosedur pemungutan Pajak Reklame 
sehingga masih banyak Wajib Pajak yang melanggar. 
h. Adanya kesulitan dalam mengubungi Wajib Pajak yang berdomosili di 
luar kota. 







                                                      PENUTUP 
 
C. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis menyampaikan 
kesimpulan bahwa Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Reklme sudah cukup 
baik, terlihat pada Tahun 2004-2008 realisasi selalu melebihi target yang 
telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota karanganyar. Seperti 
pada tahun anggaran 2004 realisasi penerimaan Pajak Reklame sebesar 
129.860.609, pada tahun 2005 sebesar 203.819.182, pada tahun 2006 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu realisasi penerimaan 
pajak reklame sebesar 276.548.873, sedangkan realisasi penerimaan pajak 
reklame pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 218.820.882 tetapi 
itu sudah melebihi target yang telah di tetapkan oleh Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Karanganyar. Tahun 2008 mengalami kenaikan kembali sebesar 
255.641.360.  
Sedangkan laju pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame pada tahun 
2005 sebesar 77,78 % dari realisasi penerimaan Pajak Reklame tahun 
anggaran tahun 2004. Sedangkan pada tahun 2006 persentase pertumbuhan 
penerimaan pajak Reklame mengalami penurunan sebesar 46,88%. Kemudian 
pada tahun 2007 penurunan penerimaan pajak terjadi kembali menjadi 
10,70%. Pada tahun 2008 pertumbuhan Pajak Reklame meningkat menjadi 
19,12%.  
  
Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase pertumbuhan 
penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Karangnyar selama 5 (lima) tahun 
terakhir mengalami fluktuasi. Persentase pertumbuhan penerimaan Pajak 
Reklame tertinggi pada tahun 2005 dengan 77,78%, sedangkan persentase 
pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame terendah terjadi pada tahun 2007 
dengan 10,70 %. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran 
Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan juga banyaknya 
reklame yang sudah habis masa ijinnya tapi tetap terpasang.   
 
D. SARAN 
Berdasarkan kelemahan dari temuan, saran yang bias penulis berikan 
kepada pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar agar dalam 
tahun-tahun mendatag dapat meningkatkan penerimaan Pajak Reklame adalah 
sebagai berikut: 
1. Peningkatan sarana dan prasarana bagi petugas Dinas Pendapatan Daerah 
maka akan meningkatkan hasil kerja yang maksimal. 
2. Melaksanakan prosedur pemungutan dengan benar sesuai peraturan 
Daerah dan Undang-Undang Perpajakan untuk dapat mengoptimalkan 
pemungutandan penerimaan pajak. 
3. Mengadakan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi petugas 
pajak, yaitu dengan mengikuti pembinaan lapangan, pelatihan, dan 
sebagainya. 
  
4. Lebih memperhatikan kesejahteraan petugas pemungut Pajak Reklame 
sehingga petugas terkait tidak akan melakukan tindakan merugikan kas 
daerah terutama dalam penerimaan Pajak Reklame. 
5. Mengefektifkan kinerja tim monitoring reklame untuk melakukan 
pendataan reklame mana saja yang sudah melunasi pajak maupun yang 
belum. 
6. Mengefektifkan tim penertib reklame untuk melakukan tindakan 
tegasterhadap reklame liar maupun reklame yang menyalahi tata cara 
pemasangan terutama yang menggangu keindahan kota. 
7.  Memberikan sanksi yang tagas kapada Wajib Pajak yang tidak 
memenuhi kewajibannya atau wanprestasi dalam membayar pajak, 
apabila perilu sampai proses pengadilan. 
8. Memberikan reward atau penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. 
9. Sebaiknya target yang ditetapkan itu lebih optimal atau sesuai dengan 
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
 









Menimbang :  a .   Bahwa Pajak Daerah adalah iuran rakyat kepada Kas 
Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, serta dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2001 tentang Pajak Daerah menetapkan bahwa Pajak Reklame 
merupakan Obyek Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar, dengan tiada mendapat jasa timbal balik 
(kontaprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum bagi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar; 
b.   Bahwa Pajak Reklame dalam pemungutannya agar tidak menimbulkan 
hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 
keadilan, tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), dan 
pemungutannya harus efisien, serta harus sederhana, mengingat wajib pajak 
reklame adalah oraang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau 
melakukan pemasangan reklame lebih diarahkan untuk menambah 
Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pengeluaran umum Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar;  
c.   Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b maka perlu diatur 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
 
  
Mengingat   :  1.    Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950); 
2.   Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 
3.   Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685),sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
4.   Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 
5.   Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 
6.   Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 
7.   Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
8.   Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 
9.   Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Karanganyar Nomor 7 
tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat ll Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat ll Karanganyar tahun 1991 Nomor 49). 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
















Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1.   Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
2.   Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Karanganyar; 
3.   Bupati adalah Bupati Karanganyar. 
4.   Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di 
bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 
5.   Pajak reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut 
  
bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan 
untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, 
atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar 
dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. 
6.   Pajak reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah 
atas penyelenggaraan reklame; 
7.   Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan 
satu atau beberapa buah reklame; 
8.   Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang 
menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau 
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 
9.   Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan 
pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan 
reklame; 
10. Nilai jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah 
keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik 
dan atau penyelenggara reklametermasuk dalam hal ini adalah biaya/harga 
beli barang reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos 
perakitan, pemancaran, peagaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan 
transportasi pengangkutan dan lain sebagainya samapi dengan bangunan 
reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan terpasang di 
tempat yang telah diijinkan; 
11. Nilai strategis titik lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan 
pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan criteria kepadatan 
pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha; 
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, 
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, 
Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang 
sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya; 
13. Subyek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Subyek Pajak adalah 
Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah. 
14. Wajib Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah 
Orang Pribadi atau Badan yang menurut ktentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, 
  
termaduk pemungut atau pemotong pajak tertentu. 
15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) 
bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan peraturan 
Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim; 
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila 
wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 
takwim; 
17. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun 
pajak; 
18. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pafa suatu saat, 
dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan; 
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya; 
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan atau pembayaran Pajak,Obyek Pajak dan atau harta dan 
kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 
surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau 
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran 
lain yang ditetapkan oleh Bupati; 
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak; 
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah 
ppokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat Ketetapan Pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB adalah surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
  
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari 
pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN 
adalah surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak. 
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan atau denda. 
28. Surat Peraturan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat 
Peraturan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau 
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah; 
29. Surat Peraturan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah Surat 
Peraturan Atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan 
oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak; 
30. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 
atas banding terhadap Surat Peraturan Keberatan yang diajukan oleh Wajib 
Pajak; 
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 
penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak 
berakhir; 
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; 
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 
  
perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya; 
34. Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak; 
35. Tarif Pajak adalah harga atau daftar dari harga Pajak yang tetap; 
36. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termaduk wakil yang 
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan; 
37. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya 
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. 
  
BAB II 








(1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara reklame 
(2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi : 
a.  reklame Papan/ billboard/ megatron; 
b.  reklame Kain; 
c.  reklame Melekat (striker) 
d.  reklame Selebaran 
e.  reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan; 
  
f.  reklame Udara 
g.  reklame Suara 
h.  reklame Film/Slide 
i.  reklame Peragaan; 
j.  flak cein 
k.  tinplet 
l.  rombong 
(3) Tidak termasuk Obyek Pajak Reklame adalah : 
a.  Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, 
warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; 




(1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame. 








(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame 
(2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 
diperhitungkan dengan memperhaitkan kawasan/zone penempatan, jenis, 
  
jangka, waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame. 
(3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh Orang Pribadi atau Badan yang 
memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame 
dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama 
pemasangan dan ukuran media. 
(4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga maka nilai sewa 
reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa Pajak 
/masa penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, 
pemeliharaan, lama pemasangan dan ukuran media. 
(5) Hasil perhitungan Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 




Besar tarip pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar 
pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini. 
  
Pasal 7 
Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan 
dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini. 
  
BAB IV 








(1) Setiap Wajib Pajak wajib mwngisi SPTPD. 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan 
  
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau 
kuasanya. 
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan 
kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya 
masa pajak. 












(1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh 
Wajib Pajak. 
(2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan 
menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
(3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan 
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT. 
(4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal 
ini dapat diterbitkan STPD, SKP, SKK dan Putusan Banding sebagai dasar 





(1)  Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, 
STPD, SKP dan SKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan 
(4) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
(2)  Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penerbitan SKPDKB atau 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan daerah 









(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 
Bupati dapat menerbitkan : 
a.  SKPDKB dalam hal : 
1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang 
terutang tidak atau kurang dibayar; 
2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; 
3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang 
dihitung secara jabatan. 
b.  SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum 
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; 
c.  SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang sama besarnya dengan jumlah 
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.  
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
  
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 Pasal ini dikenakan 
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; 
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dikenakan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan 
pajak tersebut; 
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dikenakan 
apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 
pemeriksaan. 
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a angka 3 Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah 
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 




(1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila : 
a.  pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
b.  dari hasil peneitian SPTPDnterdapat kekurangan pembayaran sebagai 
akibat salah tulis dan atau salah hitung; 
c.  Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 
(2)  Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling 
lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 
(3)  SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran 
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) 









(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran 
pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya 
pajak. 
(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKP, SKK, dan putusan banding 
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus 
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan. 
(3)  Bupati atas permohonan Wajib pajak setelah memenuhi persyaratan 
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan. 
(4) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan 




(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, 
SKP, SKK, dan putusan banding yang tidak atu kurang dibayar oleh Wajib 
Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa; 
(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
  
BAB VI 





(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk atas suatu : 
a.  SKPD, 
b.  SKPDKB, 
c.  SKPDKBT, 
d.  SKPDLB; 
e.  SKPDN; 
f.   Pemotongam atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku. 
(2)  Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
disertai alas an-alasan yang jelas. 
(3)  Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak 
secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran 
ketetapan pajak tersebut. 
(4)  Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pasal ini, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi darena keadaan diluar kekuasaannya. 
(5)  Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar 




(1)  Bupati dalam jangka tersebut waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 
sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi Peraturan atas 
keberatan yang diajukan. 
(2)  Perautran Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
  
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. 
(3)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Peraturan, keberatan yang 




(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada 
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Peraturan mengenai 
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Peraturan diterima, dilampiri salinan dari 
Surat Peraturan tersebut. 
(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar 




Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian 
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan 
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 
  
BAB VII 
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, 






(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat 
membetulkan SKPD atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya 
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekliruan dalam 
penerapan perautran perundang-undangan perpajakan daerah. 
(2) Bupati dapat : 
a.  mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, 
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut perautran perundang-
undangan perpajakan dan aerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 
b.  Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. 
(3) Tatacara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan 
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati. 
  
BAB VIII 




(1)  Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati; 
(2)  Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya 
permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Pasal ini, harus memberikan Peraturan. 
(3)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Peraturan, permohonan 
pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (1) bulan. 
(4)  Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut; 
(5)  Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
  
sejak diterbitkannya SKPDLB. 
(6)  Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pembayaran pajak. 
(7)  Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 







(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui 
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali 
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 
(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila : 
a.  diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ; 





Pedoman tatacara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
 
BAB X 





(1)  Wajib Pajak yang memenuhi criteria tertentu wajib menyelenggarakan 
pembukuan; 
(2)  Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tatacara 





(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : 
a.  Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,dokumen yang 
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak 
yang terutang; 
b.  Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dam memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 
c.   Memberikan keterangan yang diperlukan. 







(1)  Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak 
berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh 
  
Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan 
peraturan perndang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai sanksi atau 
sanksi ahli dalam sidang pengadilan. 
(2)  Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap 
ahli ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai sanksi 
atau sanksi ahli dalam sidang pengadilan. 
(3)  Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis 
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan tenaga-
tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, supaya 
memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang 
Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya. 
(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidan atau 
perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan 
Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta 
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bukti tertulis dan 
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. 
(5)  Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini harus 
menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan–keterangan 
yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang 







(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan 
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda palin 
banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. 
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan 
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling 
  




Tidak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui 
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau 





(1)  Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban 
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat 
(2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau denda minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),Paling 
banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 
(2)  Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya 
atauseseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan 
Daerah ini, dipidana dengan pidana kurugan paling lama 3 (tiga) bulan atau 
denda minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), paling banyak Rp. 
5.000.000,- (lima juta rupiah). 
(3)  Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) Pasal ini hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 
kerahasiaannya dilanggar. 
(4)  Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 
ini dapat ditinjau sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 
Pasal 31 
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat 









(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusuhs sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
adalah : 
a.  memerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 
tindak pidana perpajakan daerah; 
c.  meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 
d.  memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 
e.  melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 
f.   Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana dibidang perpajakan daerah; 
g.  Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada 
huruf e Pasal ini; 
h.  Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan 
daerah; 
  
i.   Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau sanksi; 
j.   Menghentikan penyidikan; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah menurut hokum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil peyidikannya dan 
diteruskan oleh Bupati kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik 







Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame 








Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 
Pasal 35 
  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar. 
  
   
   
  
Ditetapkan di Karanganyar 






    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
